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Inspektorat Bukan
- Tempat Buangan

PONTIANAK—Wakil
Gubernur Kalimantan
Barat, Christiandy San-

a®

buangan. Pejabatyang
tidak disukai bupati
ditempatkan di in-

jaya meminta bupati dan stansi tersebut.
walikota memperkuat . “Tolong bupati dan
Inspektorat Daerah di Tolong l.)up au walikota, perkuat.in-_
wilayahnya sehingga dan walikota, spektorat. Jangan di-
dapat m(eialakukztl)n‘ Ee}a}n‘— perkuat j;ldikan sebigaiter;:ﬁat
gawasandenganbaik. Pe- F uangan,” kata Chris-
jabatatau pegawainegeri mspektor.at. tiandy. Pengawasan
yangditempatkan disana Jangan dijadikan  sangat penting untuk
harus lebih disiplin dan sebagai tempat memastikan berjalan-
tidak pernah melakukan e — nya pemerintahan dan
penyimpangan selama Christiandy Sanjaya buangan. kemajuan dari suatu

bekerja.

“Setidaknya ada tiga
syarat sebagai pengawas di
Inspektorat,” ujar Christiandy
dalam pertemuan di Balai Pe-
titth Kantor Gubernur Kalbar.
Christiandy mengatakan, ada
tiga syarat yang harus dipenuhi
olehsiapapunyangakan ditem-
patkan di Inspektorat Daerah.
Mereka harus disiplin, paham
tentang aturan, dan bersih.

“Mereka harus lebih baik,
jangan sampai mencari pe-
nyimpangan yang dilakukan
seseorang tetapi dia sendiri
menyimpang,” kata Christiandy.
Menurutnya, pemprov telah
mengikuti rapat koordinasi
pengawasan nasional. Dalam
pertemuan itu terungkap ada
yang melaporkan bahwa Ins-
pektorat Daerah sebagai tempat

daerah. Peranan ins-

pektorat di daerah san-
gat besar untuk memastikan se-
luruh kinerja pemerintah daerah
berjalan dengan baik. Kerugian
yangpalingbesaradalah kerugian
karenapemerintahtidakberjalan.
“Diharapkan pegawasan harus
semakin ketat. Pegawas harus
bertugas mengawasi sistem
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apakah sistem tersebut
berjalan apa tidak,” ujarnya.
Ja menambahkan penga-
wasan yang baik oleh Ins-
pektorat Daerah mempen-
garuhi opini laporan hasil

pemeriksaan keuangan oleh
BPK RI. Berdasarkan infor-
masi yang diperolehnya,
baru 30 persen pemerintah
provinsi, kabupaten, mau-
pun kota yang memperoleh
opini wajar tanpa pengec-
ualian. Diharapkan pada

2015 perolehan opini WTP
dapat meningkat. “Tentu-
nya tidak ingin pada 2015
peta sama dengan sebel-
umnya. Harus memperkuat
inspektorat dan melakukan
pengawasan dengan baik,’
ujarnya. (uni)
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